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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka untuk mendapat perihal penangguhan penahanan, minimal harus terdapat unsur adanya permintaan dari tersangka atau terdakwa, permohonan atau permintaan penangguhan penahanan tersebut, harus disetujui oleh penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan, adanya berupa persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan.

2. Prosedur penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah selama tersangka  memenuhi syarat penangguhan penahanan, maka seorang tersangka dapat meminta penangguhan penahanan meskipun sudah ditahan selama 7 hari. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya  Terkait dengan hak tersangka  mendapatkan penangguhan penahanan, maka tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 
3. Pertimbangan penyidik dalam memberikan izin penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah karena adanya jaminan dalam bentuk uang dan orang, adanya tindakan pembantaran yaitu pemberian izin oleh pejabat yang berwenang menahan kepada tersangka  yang menderita sakit dan dirawat inap (opname) di rumah sakit yang berada diluar Rutan (Rumah Tahanan Negara), pertimbangan psikologis dan sosiologis serta penyidik tidak merasa khawatir bahwa tersangka tidak melarikan diri. Dasar penolakan permohonan penangguhan penahanan adalah dikarenakan tidak sanggupnya pemohon memenuhi persyaratan yang diberikan Penyidik baik itu dalam bentuk jaminan uang dan jaminan orang yang ditetapkan oleh Penyidik, juga dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mempersulit Penyidik dalam menjalankan proses penyidikannya.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Pihak penyidik yang mengabulkan permohonan penahanan sebelum mengeluarkan penetapan harus benar-benar  memperhatikan niat dan kelakuan dari tersangka agar dengan adanya penahanan rumah atau penahanan kota tersebut tersangka  tidak melarikan diri.

2. Meminimalisir resiko sebaiknya permohonan penangguhan penahanan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Selain itu perlunya melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama yang disegani dimana Tersangka dan keluarganya tinggal, misalnya sebagai pihak penjamin agar Tersangka berpikir dua kali bila akan melarikan diri pada masa penangguhan penahanannya, karena disamping Tersangka sendiri yang akan memperoleh sanksi baik hukum maupun social, keluarganya pun juga dapat kena imbasnya dengan mendapat sanksi sosial dari masyarakat di sekitar mereka bermukim.

3. Dalam hal adanya pemberian jaminan terhadap tersangka yang diberikan oleh keluarga atau penasehat hukumnya, maka harus benar-benar meneliti pihak penjamin apakah memang layak dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang untuk memberikan jaminan agar  bertanggung jawab atas  diri   tersangka agar tersangka tidak melarikan diri.


